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Kata Pengantar  
 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

karya berjudul “Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 

Marjinal di Kawasan Asia Tenggara” dapat diselesaikan dengan 

baik. Karya ini hadir dari keprihatinan terhadap realitas sosial yang 

masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang tertinggal, 

terpinggirkan, dan belum memperoleh akses yang setara terhadap 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, serta 

ruang partisipasi dalam pembangunan. Di tengah kemajuan 

kawasan Asia Tenggara yang terus bergerak secara ekonomi dan 

politik, persoalan kemarjinalan tetap menjadi tantangan penting 

yang perlu dipahami secara mendalam dan ditangani melalui 

pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

Pembahasan dalam karya ini disusun untuk memberikan 

pemahaman mengenai konsep masyarakat marjinal, faktor 

penyebab kemarjinalan, dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hak 

asasi manusia, serta strategi pengorganisasian dan pemberdayaan 

komunitas. Selain itu, karya ini juga mengulas peran negara, 

lembaga non-negara, sektor swasta, teknologi, pendidikan kritis, 

hingga kolaborasi regional ASEAN dalam memperkuat kapasitas 

masyarakat marjinal. Setiap pembahasan diarahkan agar pembaca 

dapat memahami bahwa pengembangan masyarakat tidak cukup 

dilakukan melalui bantuan sesaat, tetapi harus dibangun melalui 

partisipasi, penguatan kapasitas, solidaritas sosial, serta 

keberpihakan kebijakan kepada kelompok yang selama ini kurang 

memperoleh ruang dalam proses pembangunan. 
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Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, aktivis 

sosial, organisasi masyarakat sipil, pelaku pembangunan, dan 

pembaca umum yang memiliki perhatian terhadap keadilan sosial 

di Asia Tenggara. Gagasan-gagasan yang disajikan diharapkan 

mampu mendorong kesadaran bahwa tidak ada pembangunan 

yang benar-benar adil apabila masih ada masyarakat yang 

tertinggal dan tidak berdaya. Agar manfaatnya dapat menjangkau 

lebih banyak kalangan, karya ini akan dicetak sebanyak mungkin 

untuk disebarluaskan kepada lembaga pendidikan, komunitas 

masyarakat, organisasi sosial, instansi pemerintahan, dan pihak-

pihak yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat marjinal. 

 

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si. 
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Bagian 1 — Membuka Percakapan 

tentang Masyarakat Marjinal 
 

 

A. Mengapa Tema Ini Mendesak 

Dalam lanskap sosial, ekonomi, dan politik kontemporer, 

istilah marginalisasi telah menjadi salah satu konsep kunci yang 

memerlukan perhatian serius, terutama di kawasan Asia Tenggara 

yang memiliki kompleksitas budaya, sejarah, dan struktur sosial 

yang unik. Kawasan ini dihuni oleh lebih dari 680 juta penduduk 

yang tersebar di berbagai negara dengan tingkat pembangunan 

yang sangat bervariasi, mulai dari negara dengan ekonomi 

menengah ke atas seperti Singapura hingga negara dengan 

tantangan pembangunan signifikan seperti Myanmar, Laos, dan 

Kamboja. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekuatan dalam 

membentuk identitas kawasan, juga melahirkan kesenjangan yang 

tajam antara kelompok sosial, yang pada gilirannya melahirkan 

populasi yang dikategorikan sebagai masyarakat marjinal. 

Secara konseptual, masyarakat marjinal bukan hanya mereka 

yang miskin secara ekonomi, melainkan juga mereka yang tersisih 

dari akses penuh terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak-hak 

yang dijamin oleh negara maupun norma internasional. 

Marginalisasi dapat terjadi akibat faktor struktural seperti 

kebijakan publik yang tidak inklusif, sistem pendidikan yang 

timpang, atau kebijakan ekonomi yang tidak merata. Di Asia 

Tenggara, gejala ini sering kali diperparah oleh warisan sejarah 

kolonialisme, konflik etnis, korupsi struktural, dan penetrasi 

ekonomi global yang tidak selalu menguntungkan kelompok 

rentan. 
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Bagian 2 — Konsep Dasar Masyarakat 

Marjinal 
 

 

A. Definisi dan Karakteristik Kemarjinalan 

Dalam wacana pembangunan dan ilmu sosial, istilah 

kemarjinalan merujuk pada kondisi di mana individu atau 

kelompok ditempatkan di pinggiran struktur sosial, ekonomi, 

politik, atau budaya, sehingga mereka mengalami keterbatasan 

akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak yang 

seharusnya dimiliki setiap warga negara. Kondisi ini bukan sekadar 

fenomena kemiskinan ekonomi, melainkan juga mencakup 

dimensi eksklusi sosial yang membuat kelompok tersebut 

kehilangan atau tidak diakui secara penuh sebagai bagian dari 

komunitas yang berdaya. Dengan kata lain, kemarjinalan adalah 

bentuk ketidaksetaraan yang kompleks, di mana faktor ekonomi, 

politik, sosial, dan kultural saling berkelindan. 

Dalam literatur internasional, marginalization sering 

dipahami sebagai proses, bukan sekadar status. Artinya, 

kemarjinalan terjadi melalui interaksi yang terus-menerus antara 

struktur kekuasaan dan posisi individu atau kelompok dalam 

masyarakat. Proses ini dapat berlangsung secara eksplisit, seperti 

melalui kebijakan yang diskriminatif, maupun secara implisit 

melalui norma dan praktik sosial yang menguntungkan sebagian 

kelompok dan merugikan kelompok lain. Oleh karena itu, 

memahami kemarjinalan memerlukan analisis yang melampaui 

data kuantitatif, karena ia mengandung dimensi pengalaman 

subjektif yang mempengaruhi harga diri, rasa memiliki, dan 

kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. 
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Bagian 3 — Gambaran Umum Kawasan 

Asia Tenggara 
 

 

A. Profil Geografis dan Demografis ASEAN 

Asia Tenggara merupakan kawasan yang terletak di antara 

dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi 

geografis ini menempatkan kawasan ini pada jalur perdagangan 

internasional yang sangat strategis. Wilayah Asia Tenggara 

meliputi sebelas negara, sepuluh di antaranya merupakan anggota 

resmi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, 

Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan 

Myanmar. Timor-Leste, meskipun belum resmi menjadi anggota 

penuh, memiliki keterkaitan geografis, ekonomi, dan politik yang 

kuat dengan kawasan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Peta Kawasan ASEAN 

Secara total, kawasan Asia Tenggara memiliki luas sekitar 4,5 

juta kilometer persegi dengan bentang alam yang sangat 
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Bagian 5 — Dimensi Sosial Kemarjinalan 
 

 

A. Pendidikan dan Akses Literasi 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya 

mengatasi kemarjinalan. Akses terhadap pendidikan yang 

berkualitas memberikan fondasi bagi peningkatan kapasitas 

individu, mobilitas sosial, dan partisipasi yang lebih aktif dalam 

kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks Asia 

Tenggara, pendidikan berperan sebagai jembatan yang dapat 

memutus rantai kemiskinan antar generasi. Namun, kenyataannya, 

kesenjangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius di 

banyak negara di kawasan ini, terutama bagi kelompok masyarakat 

marjinal yang hidup di wilayah terpencil, miskin, atau 

termarginalkan secara sosial. 

Kemarjinalan di bidang pendidikan dapat dilihat dari dua 

aspek utama, yaitu akses dan kualitas. Dari segi akses, tantangan 

muncul dalam bentuk jarak sekolah yang jauh, biaya tidak langsung 

seperti transportasi dan perlengkapan belajar, serta hambatan 

sosial seperti norma budaya yang membatasi partisipasi kelompok 

tertentu, terutama anak perempuan. Di beberapa wilayah 

pedalaman Myanmar, anak-anak harus menempuh perjalanan kaki 

selama berjam-jam untuk mencapai sekolah terdekat. Situasi 

serupa terjadi di pedalaman Papua, Indonesia, di mana minimnya 

infrastruktur transportasi membuat kehadiran siswa tidak stabil. 

Dari segi kualitas, permasalahan meliputi kurangnya guru 

yang berkualitas, fasilitas yang tidak memadai, dan kurikulum yang 

tidak relevan dengan konteks lokal. Banyak sekolah di daerah 

marjinal yang mengalami kekurangan guru, dan yang ada sering 

kali ditempatkan secara sementara atau tidak memiliki pelatihan 
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Bagian 6 — Dimensi Ekonomi 

Kemarjinalan 
 

 

A. Lapangan Kerja dan Kerentanan Pekerja 

Lapangan kerja merupakan salah satu faktor penentu utama 

kesejahteraan masyarakat. Bagi kelompok marjinal di Asia 

Tenggara, pekerjaan bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga 

sarana untuk membangun identitas sosial, meningkatkan 

kepercayaan diri, dan memperoleh akses terhadap berbagai 

bentuk perlindungan sosial. Namun, realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi 

kelompok marjinal sering kali terbatas, tidak stabil, dan berada 

dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi. 

Kerentanan pekerja di kawasan ini dapat dianalisis dari tiga 

aspek utama: ketersediaan lapangan kerja, kualitas pekerjaan, dan 

perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pertama, dari sisi 

ketersediaan, pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara tidak selalu 

diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai bagi 

kelompok marjinal. Sektor padat modal seperti pertambangan, 

manufaktur besar, atau teknologi cenderung menyerap tenaga 

kerja terampil dalam jumlah terbatas, sehingga pekerja dengan 

pendidikan rendah sulit masuk. Sebaliknya, lapangan kerja yang 

lebih banyak tersedia bagi mereka justru berada di sektor dengan 

produktivitas rendah, seperti pertanian subsisten, jasa informal, 

atau pekerjaan kasar di konstruksi. 

Kedua, kualitas pekerjaan bagi kelompok marjinal sering kali 

berada di bawah standar layak. Banyak dari mereka bekerja dalam 

kondisi upah rendah, jam kerja panjang, tanpa kontrak tertulis, dan 
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Bagian 7 — Dimensi Politik dan Hak 

Asasi Manusia 
 

 

A. Representasi Politik Kelompok Marjinal 

Representasi politik adalah salah satu indikator utama sejauh 

mana sebuah sistem politik inklusif dan demokratis. Bagi 

kelompok marjinal di Asia Tenggara, keterwakilan dalam lembaga 

politik bukan hanya persoalan simbolik, tetapi juga sarana untuk 

memperjuangkan kepentingan, melindungi hak, dan memengaruhi 

kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Namun, 

realitas politik di kawasan ini menunjukkan bahwa representasi 

kelompok marjinal masih jauh dari memadai, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. 

Keterwakilan dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, 

representasi deskriptif, yaitu sejauh mana komposisi lembaga 

politik mencerminkan keragaman masyarakat, termasuk 

kelompok etnis minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, dan 

masyarakat miskin. Kedua, representasi substantif, yaitu sejauh 

mana perwakilan yang ada benar-benar memperjuangkan 

kepentingan kelompok tersebut di arena kebijakan. Dalam banyak 

kasus, keberadaan individu dari kelompok marjinal di lembaga 

legislatif tidak otomatis menjamin advokasi efektif bagi 

komunitasnya, terutama jika yang bersangkutan terikat pada 

kepentingan partai atau elite politik dominan. 

Di Asia Tenggara, hambatan terhadap representasi politik 

kelompok marjinal mencakup faktor struktural, kultural, dan 

ekonomi. Secara struktural, sistem pemilu di beberapa negara 

kurang memberikan ruang bagi kandidat independen atau partai 
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Bagian 8 — Prinsip dan Tahapan 

Pengorganisasian Masyarakat 
 

 

A. Prinsip-Prinsip Dasar Pengorganisasian 

Pengorganisasian masyarakat (community organizing) 

merupakan proses sistematis untuk membangun kekuatan kolektif 

suatu komunitas agar mampu mengidentifikasi masalah, 

menentukan prioritas, merancang solusi, dan mengambil tindakan 

yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks masyarakat 

marjinal di Asia Tenggara, pengorganisasian bukan hanya sebuah 

metode intervensi sosial, tetapi juga strategi politik dan ekonomi 

untuk menyeimbangkan kekuatan antara komunitas dengan aktor-

aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. 

Prinsip-prinsip dasar pengorganisasian masyarakat bersifat 

universal, namun penerapannya selalu dipengaruhi oleh konteks 

sosial, budaya, politik, dan ekonomi setempat. Ada sejumlah 

prinsip utama yang menjadi landasan keberhasilan proses 

pengorganisasian, dan setiap prinsip ini saling berkaitan serta 

harus dijalankan secara konsisten. 

1. Partisipasi Aktif dan Bermakna 

Partisipasi masyarakat adalah inti dari pengorganisasian. 

Prinsip ini menekankan keterlibatan aktif, bukan sekadar 

kehadiran simbolis, dalam setiap tahap proses. Partisipasi 

yang bermakna berarti masyarakat memiliki pengaruh nyata 

terhadap pengambilan keputusan, serta akses terhadap 

informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan 

tersebut. Dalam masyarakat pedesaan di Laos atau Myanmar, 

misalnya, pengorganisasian berhasil ketika warga terlibat 
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Bagian 9 — Peran Lembaga Negara 
 

 

A. Kebijakan Nasional dan Peraturan Pendukung 

Peran lembaga negara dalam pemberdayaan masyarakat 

marjinal tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional 

dan peraturan pendukung yang menjadi pijakan formal bagi 

pelaksanaan program di lapangan. Kebijakan nasional adalah 

instrumen strategis yang menentukan arah, prioritas, dan 

mekanisme pemberdayaan, sementara peraturan pendukung 

memastikan implementasi yang konsisten dan akuntabel di 

seluruh tingkatan pemerintahan. 

1. Kerangka Hukum Nasional 

Di banyak negara Asia Tenggara, kebijakan pemberdayaan 

masyarakat marjinal tertuang dalam undang-undang, 

peraturan pemerintah, atau kebijakan sektoral. Di Indonesia, 

misalnya, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 

memberikan kewenangan besar kepada desa untuk mengatur 

dan mengelola kepentingannya, termasuk penggunaan Dana 

Desa untuk kegiatan pemberdayaan. Di Filipina, Local 

Government Code tahun 1991 mengamanatkan desentralisasi 

yang memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan 

program berbasis kebutuhan lokal, sementara Indigenous 

Peoples’ Rights Act (IPRA) tahun 1997 melindungi hak-hak 

masyarakat adat atas tanah dan sumber daya. 

Kerangka hukum yang jelas memberikan legitimasi bagi 

lembaga negara untuk mengalokasikan anggaran, menetapkan 

target, dan menugaskan instansi terkait. Namun, efektivitasnya 

sangat bergantung pada kesesuaian antara regulasi dengan realitas 
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Bagian 10 — Peran Lembaga Non-Negara 
 

 

A. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menjadi salah satu 

aktor paling menonjol dalam pengorganisasian dan pemberdayaan 

masyarakat marjinal di Asia Tenggara. Keberadaan LSM 

melengkapi peran negara, khususnya dalam menjangkau 

kelompok-kelompok yang sering terabaikan oleh program 

pemerintah atau yang tinggal di wilayah terpencil dengan akses 

terbatas terhadap layanan publik. LSM sering kali memiliki 

fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pendekatan, kemampuan 

beradaptasi dengan konteks lokal, dan kebebasan dalam 

mengembangkan metode inovatif yang tidak selalu dapat 

dilakukan birokrasi pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia 
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Bagian 11 — Inovasi dan Teknologi 

untuk Pemberdayaan 
 

 

A. Digitalisasi Layanan Publik 

Digitalisasi layanan publik adalah proses transformasi sistem 

dan prosedur pelayanan pemerintah menjadi berbasis teknologi 

informasi untuk meningkatkan akses, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat marjinal 

di Asia Tenggara, digitalisasi memiliki peran strategis karena dapat 

mengatasi hambatan geografis, mengurangi beban administrasi, 

serta membuka ruang partisipasi warga yang sebelumnya 

terpinggirkan dari proses pelayanan publik. 

Perkembangan teknologi digital di Asia Tenggara mendorong 

pemerintah di kawasan ini mengadopsi berbagai platform e-

government dan m-government (layanan publik berbasis perangkat 

seluler). Inovasi ini mulai merambah berbagai sektor seperti 

administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, 

perizinan usaha, hingga bantuan sosial. Misalnya, di Indonesia, 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) telah 

menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

secara daring. Di Filipina, PhilSys atau Sistem Identifikasi Nasional 

memperkenalkan kartu identitas digital yang memudahkan warga 

mengakses bantuan sosial. Di Singapura, portal SingPass 

memungkinkan warga mengakses lebih dari 1.400 layanan publik 

hanya dengan satu akun digital. 

Kekuatan digitalisasi bagi masyarakat marjinal terletak pada 

kemampuannya memutus rantai birokrasi panjang yang sering 

menjadi hambatan. Sebelumnya, warga di desa terpencil harus 
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Bagian 12 — Pendidikan Kritis dan 

Penguatan Kapasitas 
 

 

A. Kurikulum Pendidikan Masyarakat 

Kurikulum pendidikan masyarakat adalah seperangkat 

rancangan pembelajaran yang disusun untuk memenuhi 

kebutuhan belajar kelompok atau komunitas tertentu di luar 

sistem pendidikan formal. Dalam konteks masyarakat marjinal di 

Asia Tenggara, kurikulum pendidikan masyarakat memiliki peran 

strategis dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan, 

keterampilan, dan kesadaran kritis yang sering kali menjadi 

hambatan utama dalam proses pemberdayaan. 

Pendidikan masyarakat tidak hanya berfungsi untuk 

memberikan informasi atau keterampilan teknis, tetapi juga untuk 

membangun kesadaran sosial, politik, dan ekonomi yang dapat 

memampukan individu dan kelompok mengambil keputusan yang 

lebih baik atas kehidupannya. Prinsip ini berakar pada pemikiran 

pedagogy of the oppressed yang dikemukakan oleh Paulo Freire, di 

mana pendidikan dipandang sebagai alat pembebasan yang 

mendorong peserta didik untuk memahami realitas sosial mereka 

dan bertindak untuk mengubahnya. 

Di Asia Tenggara, banyak program pendidikan masyarakat 

yang dirancang untuk mengatasi tantangan lokal yang spesifik. 

Misalnya, di Filipina, program Alternative Learning System (ALS) 

menyediakan kurikulum berbasis kebutuhan komunitas untuk 

orang dewasa yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dasar. 

Kurikulumnya mencakup literasi dasar, keterampilan hidup (life 

skills), dan kesadaran hak warga. Di Indonesia, Pusat Kegiatan 
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Bagian 13 — Tantangan dan Hambatan 

Pemberdayaan 
 

 

A. Hambatan Struktural dan Birokrasi 

Hambatan struktural dan birokrasi merujuk pada rintangan 

yang muncul dari desain sistem pemerintahan, aturan, dan 

prosedur administrasi yang mengatur interaksi antara warga 

negara dan lembaga publik. Dalam konteks pemberdayaan 

masyarakat marjinal di Asia Tenggara, hambatan ini sering menjadi 

faktor penghalang utama yang bersifat sistemik dan sulit diatasi 

tanpa perubahan kebijakan atau reformasi kelembagaan yang 

signifikan. 

Salah satu ciri hambatan struktural adalah 

ketidakseimbangan kekuasaan yang terlembaga. Di banyak negara, 

proses pengambilan keputusan bersifat top-down, di mana 

kebijakan dirancang di tingkat pusat tanpa mempertimbangkan 

kondisi lokal secara mendalam. Masyarakat marjinal sering kali 

tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan aspirasi 

mereka atau terlibat dalam perumusan kebijakan. Akibatnya, 

program yang dirancang untuk pemberdayaan justru gagal 

menjawab kebutuhan spesifik komunitas sasaran. 

Birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan serius. 

Prosedur administrasi yang berlapis, persyaratan dokumen yang 

rumit, serta koordinasi antarinstansi yang lemah membuat 

masyarakat marjinal kesulitan mengakses layanan publik. Contoh 

nyata terlihat pada proses pengajuan bantuan sosial di beberapa 

negara Asia Tenggara, yang sering kali membutuhkan dokumen 

kependudukan resmi, bukti kepemilikan tanah, atau sertifikat lain 
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Bagian 14 — Strategi dan Rekomendasi 

Penguatan 
 

 

A. Pendekatan Inklusif dan Partisipatif 

Pendekatan inklusif dan partisipatif merupakan strategi 

fundamental dalam pemberdayaan masyarakat marjinal, di mana 

seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang berkepentingan, 

terutama kelompok sasaran. Dalam kerangka ini, inklusivitas 

berarti memastikan bahwa semua individu—tanpa memandang 

latar belakang sosial, ekonomi, gender, etnisitas, atau disabilitas—

mendapatkan kesempatan yang setara untuk terlibat. Sementara 

itu, partisipasi menekankan keterlibatan langsung dan bermakna 

(meaningful participation) yang tidak sekadar bersifat simbolis 

atau formalitas. 

Di Asia Tenggara, pendekatan ini semakin relevan karena 

karakteristik masyarakatnya yang multikultural, dengan 

keragaman etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang tinggi. 

Pemberdayaan yang tidak mempertimbangkan aspek keragaman 

cenderung menghasilkan kebijakan atau program yang timpang, 

bahkan berpotensi memperdalam kemarjinalan. Oleh karena itu, 

setiap intervensi harus dirancang sedemikian rupa agar mampu 

mengakomodasi kebutuhan yang beragam sekaligus membangun 

rasa memiliki (sense of ownership) dari masyarakat. 

Pendekatan inklusif tidak hanya sebatas melibatkan 

kelompok marjinal sebagai penerima manfaat, tetapi 

memposisikan mereka sebagai aktor utama dalam proses 

perubahan. Misalnya, dalam program pengelolaan sumber daya 
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Bagian 15 — Menuju Masyarakat 

Inklusif Asia Tenggara 
 

 

A. Pelajaran Penting yang Bisa Dipetik 

Selama empat belas bab sebelumnya, pembahasan mengenai 

pengorganisasian dan pengembangan masyarakat marjinal di 

kawasan Asia Tenggara telah menggali dimensi yang sangat luas 

dan mendalam—mulai dari fondasi teoretis, kondisi empiris di 

berbagai negara, hingga strategi kebijakan dan praktik terbaik yang 

dapat diterapkan. Ringkasan temuan ini bukan sekadar 

rekapitulasi, melainkan juga sintesis dari wawasan yang muncul, 

yang diharapkan menjadi dasar pijakan bagi para pembaca, 

pembuat kebijakan, dan pelaku lapangan dalam merancang 

intervensi yang lebih efektif di masa depan. 

Pertama, salah satu temuan paling menonjol adalah bahwa 

kemarjinalan di Asia Tenggara memiliki karakter multidimensi. Ia 

tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan ekonomi, tetapi juga 

dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, representasi 

politik, dan hak asasi manusia. Kompleksitas ini berarti bahwa 

upaya pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau 

parsial; pendekatan yang terintegrasi lintas sektor adalah syarat 

mutlak. 

Kedua, konteks lokal terbukti sangat menentukan 

keberhasilan program pemberdayaan. Faktor-faktor seperti 

struktur sosial, nilai budaya, hubungan kekuasaan lokal, dan 

sejarah komunitas membentuk cara masyarakat merespons 

intervensi. Pendekatan yang berhasil di satu wilayah belum tentu 

efektif di wilayah lain, bahkan dalam negara yang sama. Ini 
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bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang 

memerlukan evaluasi dan penyesuaian seiring waktu. 

Jika visi ini dapat diwujudkan, Asia Tenggara tidak hanya akan 

dikenal sebagai kawasan yang dinamis secara ekonomi, tetapi juga 

sebagai contoh global dari masyarakat yang inklusif, setara, dan 

berkeadilan. Keberhasilan ini akan menjadi warisan bagi generasi 

mendatang dan bukti bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur 

dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana seluruh warga 

dapat merasakan manfaatnya secara setara. 
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Penutup 
 

 

Buku “Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 

Marjinal di Kawasan Asia Tenggara” ini telah berupaya memotret 

secara komprehensif realitas kemarjinalan di kawasan, sekaligus 

menawarkan strategi dan rekomendasi yang bersifat aplikatif. 

Selama lima belas bab, pembahasan telah membawa pembaca 

menelusuri berbagai dimensi: mulai dari fondasi konsep dan teori, 

gambaran kondisi empiris di setiap negara, tantangan struktural 

dan sosial-budaya yang dihadapi, hingga peta jalan (roadmap) 

pemberdayaan yang dirancang untuk jangka panjang. 

Dari keseluruhan uraian, satu kesimpulan utama dapat 

ditarik: kemarjinalan di Asia Tenggara adalah persoalan kompleks 

yang memerlukan respon lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas 

batas negara. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial 

atau instan, melainkan melalui proses transformasi sosial yang 

konsisten, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam proses ini, 

masyarakat marjinal harus ditempatkan sebagai subjek aktif yang 

memiliki kapasitas untuk mengartikulasikan kebutuhan, 

menentukan arah pembangunan, dan mengelola perubahan. 

Keberhasilan pemberdayaan akan sangat bergantung pada 

kemauan politik (political will) yang tegas, kebijakan yang berpihak 

secara nyata, serta kemitraan yang tulus antara pemerintah, sektor 

swasta, akademisi, LSM, dan komunitas itu sendiri. Pengalaman 

dan studi kasus yang disajikan dalam buku ini menunjukkan bahwa 

ketika prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan transparansi 

dipegang teguh, hasil pemberdayaan tidak hanya terukur secara 

statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Namun, penulis menyadari bahwa tantangan ke depan akan 

semakin kompleks. Disrupsi teknologi, perubahan iklim, 

ketidakpastian geopolitik, dan dinamika sosial-ekonomi yang 

cepat akan menguji ketahanan masyarakat marjinal sekaligus 

menuntut inovasi dalam pendekatan pemberdayaan. Oleh karena 

itu, apa yang ditawarkan dalam buku ini bukanlah jawaban final, 

melainkan pijakan awal untuk melanjutkan diskusi, penelitian, dan 

kolaborasi yang lebih luas. 

Harapan penulis, setiap pembaca tidak berhenti pada 

pemahaman, tetapi menjadikannya dorongan untuk bertindak. 

Baik di ruang kebijakan, ruang akademik, maupun ruang sosial, 

setiap individu memiliki peran dalam membangun Asia Tenggara 

yang setara, inklusif, dan berkeadilan. Semoga gagasan-gagasan 

yang tertuang di sini dapat menjadi bagian dari gerak kolektif 

menuju kawasan yang lebih manusiawi, di mana kemajuan diukur 

bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana 

semua warganya dapat menikmati kehidupan yang layak, 

bermartabat, dan penuh peluang. 
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